BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.476, 2009 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Keimigrasian.
Visa. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.HH-08.GR.01.06 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-1Z2.01.10 TAHUN 1995 TENTANG
VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN

MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995
tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal
Terbatas, lzin Masuk dan lzin Kemigrasian belum
sepenuhnya mengakomodasi perkembangan keimigrasian
dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya
berkaitan dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Rebublik
Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetgpkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asas Manusia tentang Perubahan
Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa
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Mengingat

Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, 1zin
Masuk dan 1zin Keimigrasian;

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3474);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

. Peraturan.Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa,

lzin Masuk dan lzin Kemigrasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1994 tentang Visa, 1zin Masuk dan 1zin Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4541);

. Peraturan Pressden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisas dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah bebergpa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisas dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor

M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisas dan Tata
Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-10.0T.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas
Manusa Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang
Organisas dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak
Asas Manusia Republik Indonesia;
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6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10
Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa
Tinggal Terbatas, lzin Masuk dan lzin Keimigrasan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor
M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10
Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa
Tingga Terbatas, |1zin Masuk dan 1zin Keimigrasian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS|
MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.02-
1Z.01.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA
KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK
DAN IZIN KEIMIGRASIAN.

Pasdl |

Bebergpa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-
1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tingga
Terbatas, 1zin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia
Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagal berikut:
Pasal 58

Permohonan perpanjangan lzin Tinggal Terbatas digukan sebelum masa
berlaku 1zin Tinggal Terbatas yang bersangkutan berakhir.

2. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 59

(1) Dalam hal orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas beralih sponsor
atau beralih jabatan maka pemberian Izin Tinggal Terbatas yang
bersangkutan dilakukan melalui pemberian 1zin Tinggal Terbatas baru
dengan tidak membatalkan jangka waktu lzin Tinggal Terbatas
sebelumnya.

(2) Pemberian Izin Tinggal Terbatas baru sebagamana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kelanjutan dari 1zin Tinggal Terbatas sebelumnya.



